
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 43 TAHUN 2014
 

TENTANG
 

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI
 
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT Dr BlDANG KEPEGAWAIAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas Gubernur di bidang kepegawaian, perlu adanya 
pendelegasian wewenang dan pernberia.n kuasa 
menandatangani keputusan dan surat-surat di bidang 
kepegawaian; 

b.	 bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pende1egasian 
Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan 
dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Dacrah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beber'apa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun :2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 'Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil; 

5.	 Peratur-ari Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Ncgcn Srpil sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2013; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 'rabun 1990; 

7.	 Peraturan Pemeriritah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Forrnaai 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; 



Menetapkan 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor- 99 T'ahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tclah diubah dengan 
Pera.tut-an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan .Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

11.	 Peraturan Pemerirrtah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana te.lah diubah dengan 
Pcraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerin tahun antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinei dan Peuu.ri Il tahari Daerah 
Kabupatcn/Kota; 

13.	 Pcraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pcgawai Negeri Sipil; 

14.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

15.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provin ai 
dan Sekretariat Dewan Perwakilari Rakyat Daerah Provinai 
Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2013; 

16.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Provinsi Larnpung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 8 Tahun 2013; 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai 
Bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi 
Larnpung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG DAN PEMBERlAN KUASA MENANDATANGANI 
KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT Dr BIDANG KEPEGAWAlAN. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Pejabat Pembina Kepegawaiari Daerah Provinsi Lampung adalah 
Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gt.iberrrur. 

2.	 Pejabat Pende1egasi Wewenang adalah Gubernur. 



3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 

5.	 Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD 
adaJah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 

6.	 Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. 

7.	 Kopala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

8.	 Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhcntian Pegawai Negeri 
Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang 
kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung. 

9.	 Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS 
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung. 

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung. 

11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan 
dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama 
jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang 
kepegawaian. 

12. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejaba.t 
struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas 
nama Gubernur untuk menandatangani keputusan atau surat­
surat di bidang kepegawaian. 

BAB II 
PENDELEGASIAN WEWENANG 

Pasal2 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada 
Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau 
mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada kolom 4 Lampiran 1 Peraturan ini. 

Pasal3 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada 
Kepala Badan Kcpegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan 
dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian 
sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan in i. 

Pasal4 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada 
Kepala Satuan Kerja untuk menetapkan kepucusan dan atau 
mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada kolom 6 Larnpir-an I Peraturan ini. 



Pasa15 

Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat 
pendelegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, dan Pasal 4, bertindak atas nama jabatannya sendiri dan 
tidak atas nama pejabat yang memberi kewenangan. 

BAB III
 
PEMBERIAN KUASA
 

Pasa16 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada 
Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau 
surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
kclom 3 Lampiran ll Peraturan ini. 

Pasal 7 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan 
dan atau surat-s'urat di bidang kepegawaian sebagaimana 
dimakaud pada kolom 4 Lampiran II Peraturan in i. 

Pasal8 

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala 
Satuan Kerja untuk menandatangani keputusan dan atau surat­
sur-at di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 
Lampiran II Peraturan ini. 

BABIV
 
KETENTUAN LAlN-LAIN
 

Pasa19 

(1)	 Kewenangan dan kuasa di bidang kepegawaian yang tidak 
tercantum dalam Peraturan ini tetap menjad i kewenangan 
Pejabat yang berwenang. 

(2)	 Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan 
dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan ini tidak dapat melimpahkan 
kewenangan/kuasa dimaksud kepada Pejabat lain. 

(3)	 Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah 
diatur dalam Peraturan ini apabila bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya 
berpedoman kepada aturan yang Iebih tinggi tersebut. 

(4)	 Pejabat yang diberi wewenang dan Pejabat yang diberi kuasa 
scbagaimana dimaksud dalam Peraturan iru, wajib 
melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya paling lama 7 
(tujuh) hari secara tertulis kepada Gubcrriur. 



BABV
 
PENUTUP
 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Gubernur Lampung 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan 
Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di 
Bidang Kepegawaian (Berita Daer-ah Provinsi Lampung Tahun 2014 
Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 11 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarn Berita 
Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ~ Agustus 2014 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M. RIDHO FICARDO 

PARAF KOORDINASI -WAKIL GUBERNUR1 

2 SE;KDA PROVII'J6i 
3 ASS. BID. PEM. 

4 ASS, BtD. EK BANG 

5 ASS R!D KESRA 

6 A96, BiD. ~MUM 

7 

8 

9 

10 ~\RO HUKUM 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 7 Agustus 2014 

. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

Ir. ARINAL DJUNAIDI 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19560617 198503 1 005 

BERlTA DAERAH PROV1NSl LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR , 
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LAMPlRAN I	 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 43 TAHUN 2014 
TANGGAL 7 AGUSmS 2014 

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVlNSI
 
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASlKAN
 

GUBERNURI WAKIL GUBERNUR 
SEKRETARIS 

DAERAH ~(EPALABKD KEPALA 
SATUAN 
KERJA 

1 

,;~.. 
·'h:,"'. .#>' ~ 

Penetapan - -
Penzanakatan CPNS 

- -Penetapan. 
Peningkatan Status
 
dari CPNS menjadi
 
PNS I,

Usul Penetapan NIP - -
Pengangkatan CPNS 
Usul Perubahan status -
CPNS menjadi PNS I 
yang telah menjalani 
masa percobaan 
sebagai CPNS lebih dari 
2 tahun 

- Usul Penerbitan	 I ­ -
I Karoeszxarie 

Mutasi PNS; - - --
a.	 Penetapan rnuta&i 

PNS Provinsi 
Lampung ke 
Kabupaten I Kota 
dalam Provinsi dan 
sebaliknya. 

b.	 Peraetujuan mutaei 
PNS Provinsi 
Lampung Ire 
KeIDentel1an/Prov~ 

sijKabupaten/Kota
 
lainnya dan
 
sebaliknya.
 , 

e.	 Pemindahan Star 
antar Satuan Kerje 
Perangkat Daerah di , 

,Lingkungan 

l
, 

Pemerintah Provinsi 
Lampung 

Persetujuan -
PengangkatanjPember 
hentian Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak 
PKB"fBBN-KB ISams~tl 

Penetapan kenaikan -Penetapan kenaikan - f Penetapan kenaikan 
pangkat bagi PNS pangkat bagi PNS yang 

yang berpangkat 
pangkat bagi PNS 

berpangkat .juru 
Penata Muda GoL Ill.a 

yang berpangkat 
T'ingkat I Gol. I.d ke 

ke atas 
Pengatur Muds. GaL 

bawah 
Tingkat I Got n.a 

-

Ita sid Pengatur 

Kenaikan Gaji Berkala ­
PNS yang berpangkat 
Kerraikan Gaji Berkala Kenaikan Gaji Berkala 

PNS yang berpangkat PNS yang berpangkat ~ 
Pengatur Tk I. GolII/dPembina Go1 IV/a ke Penata Gol III/a s.d 
kebawah 

Pencatatan kematian 
ala> mid 

Pencatatan kematian 
bagi CPNS dan PNS 

-
bagi ePNS dan PNS 

yang meninggal dnrria yang meuinggal dunia 
yang berpangkat yang berpangkat 
Penata Muda Gal. IV.a- I Penata Tk. I GaL IILd 
ke ares	 I ke bawahI 

8 

9 

10 



rl -

11 

12 

i 

jJ 

15 

.~-

Penetapan 
penyesuaian masa 
kena PNS 
Penetapan keputusan 
bebas tugas dalam 
masa persiapan 
penstun PNS yang 
berpangkat Pembina 
GoL IVfa ke atas 

Pemberian Z penolakan 
rem porkawinan lebih 
dari seorang dan izm 

oerceraian bazi PNS 
Pemberian cuti bagi 
PNS: 

Pejabat Struktural 
eselon I, II bcrupe cuti 
tah unan, cuti bcrsalin,I

I CUll aakir, CUll karena 
alasan penung. cuti 
besar dan cn ti di luar 
tanggungan Nega-a. 

I 

I 

16 Menandatangani stu-at 
hasil konsultasi 
pejabat struktural 
eselon II 
Kabupaten/Kota -

17 Menandatangani sural 
usul pemberian tanda 

I penghargaan Satya 
Lencana Karya Satya 
(SLKSII--c..­

18 Pengambilan sumpah 
dan janji PNS 

-
I 

-

-

-

-

-

Penetapan keputusan 
ten tang penggantian 
(duplikat) kcputusan 
di bidang kepcgawaian 
yang hilang 

Penetapan kepntusan 
bebas tugas dalam 
masa persiapan 
pensiun PNS yang 
berpangkat Penata 
Muda GoL llI/a ,jd 
Pena ta Tingkat 1 GoL 
III/d setelah mendapat 
per-aefujuan Gubernur 

Pejabat Struktural 
eselon HI, danyatau 
Pcjabat Fungaional 
yang jenjangnya 
setingkat dengan ltu 
berupa cuti tahunan, 
cut! bersalm, cuti 
sakit, cun karena 
alasan penting, cuti 
bcsar dan cub di Iuar 
tanggungan Negara 
untuk persalinan arrak 
keem pa.t dan 
seterusnya. 

-

-

Pengambilan sumpah 
dan anii CPNS 

-


Penetapan 
keputusan bebas 
tugas dalam masa 
persrapan pensiun 
PNS yang bcrpangkat 
Pengatur Tingkat 1 
Muda GoL HId k' 
bawah setelah 
rnendapat 
persctujuan 
Gubcrnur-

Pejabat Struktural 
eselon [V danjatau 
Pejabat Fuogsional 
yang jenjangnya 
sr-tingkat dengan itu 
herupa cub tahunan, 
cuti bersahn, cuti 
sakit, cuti karena 
alasan penting, cuti 
besar dan cuti dl 
luar tanggungan 
Negara untuk 
perealinan anak 
keernpat dan 
seterusnye. 

-

I -

Pelaxsana d= 
atau Pejabat 
Fungaional 
yang 
jenjangnya 
setingkat 
dengan ltu 
berupa cuti 
tabunan, cuu 
bersalin. CUll 

sakit, cuti 
karena nlasan 
penting, cub 
besar d= cut] 
dl Iuar 
tanggungan 

I Negara untuk 
pcrsaJinan 
anak keempat 
dan 
scterusnya. 

-
I 

-

, 

, 

PARAF KOORDINASI
 , WAKIL GUBERNUR 

2 SEKDA PROVItllSI V 
3 ASS. BlJ. PEM. 

4 ASS. Blo:Ei<BANG \ 
5 ASS am KESRA 
6 ASEl. 8lD. UMUM 

7 

8 

s I 

10 BIRO HUKUM , 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M. RIDHO FICARDO
 



LAMPIRAN II	 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 43 TAHUN 2014 
TANGGAL 7 AGllSTUS 2014 

KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI 
DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKUASAKAN 

~10 
I I 

2 

3 

4 

5 

6 

I 
7 

8 

9 

10 

11 

GUBERNUR 

-

.._-
Menanriatangani keputusan 
tentang penunjukan d= 
peneabutan PNS yang mengikuti 
pcndidikan rugae belajar dan atau 
ikatan dirias dl dalam neger:i dan 
luar negeri. 

-

I Merrandatarigani sural edaran 
tentang teknis pengelolaan 
krpcgawalan. 

Menandatangam surat perintah 
untuk ruengikuti pendidikan dan 
uelatihan di dalam neaeri. 

SEKRETARIS DAERAH 
~'..,~. 

Menandatangani salirran dan 
petikan yang keputusannya 
ditetapkan oleh Guberrrur 
untuk jabatan stru.ktural 
eselon II, serta lcenaalcan 
pangkat Pemhiria Gol. IV/ a lee 
etas 

Merrandntangani keputusan 
tentang 
Pernher-ianj' peneabu tan izm 

belajar PNS yang mengikuti 
pendidikan d, dalam negeri 
s etelah mendapat persetujuan 
Gubernur. 
Me-nand.atangam surat 
pengantar pengujian 
kesehatan unruk per-ubaban 
status dari CPNS meniadi PNS. 
Menandarangani surat 
pernyataan pelarrtikan pejabat 
struktural eselon II d= atau 
pejabat fungsional y=g 
jenjangnya selingkat dengan 
itu. 
Menandatangani sural surat 
tentang Badan Pertirnhangan 
'I'abungan Perumahan. 

Menandatangani laporan 
keuangan Badan 
Pcrtimbangan Tabungan 
Pernrnahan . 

.,,-

Menandatangani pengumuman 
penerirnaan CPNS dan 
pengusulan pengangjcatan 
mcnjadi erNS setelah 
mendapat persetujuan 
Gubemur. 

Menandatangani sur-at 
penawarari / permiritaan 
persetujuan alih tugas antar 
Provinsi dan antar 
Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian 
d= dari Provinei Lampung 
serta antar Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung dan antar 
Satuan Kerja untulc PNS yang 
berparrgkat Pemhinn Gol TV/a 
lceataa 

KEPALABKD 

4 

Menandatangani salinan 
dan petikan yang 
kepu'tusannya ditetapkan 
oleh Gubernur untuk 
jabatan struktural eselon 
III dHll [V, serta kerraikan 
pangkat Penata Tingkat [ 

Gal. lll/d ke bawah. 

-

Menandatangani surat 
pemyataan pelantikan 
pejabat etruktural eselon III 
dan IV dan atau pejabat 
Iungeiunnl ycmg jenjangnya 
setine:kat denzan itu. 

-

Menandatangani Penetapan 
Angka Kredit (PAKI Pejabat 
Fungsional, setelah 
dilakuka» pemlaian oleh 
Tim Perulai , 
Menandatangani surat 
penawar'an ypermin teen 
persetujuen alih tugas 
enter Provinsi dan antar 
Kementcriany l.embaga 
Pemerintah Non 
Kementerian dan dari 
Provinsi Lampung serta 
antar Kabupaten/Kota 
Provmai Lampung dan 
antar Satuan Kerja untuk 
PNS yang berpangkat 
Penata Tk J Gol mid 
kebawah 

KEPALA SKPD 

c 

-

-



II 

, 

12 -

I 
13 

]4 Menandatangani keputusan 
ten tang penyesuaian jenjang 
jabatan funzaional 

15 Surat Perintah Pclaksana 
'rugae (Pit) bagi Pejabat 
Struktural Eselon n,llI dan IV 

Menandatangani surat 
(pengantar) usul dan nota 
pertimbangan teknis 
keuaikan pangkat bagi 
PNS 

I di lingku ngan Pemerintuh 
Provinsi Lampung setelah 
mendapat persetuj uan 
Gubernur 
Menandatangani surat 
peugantar usul kenaikan 
pangkat PNS ke Pangkat 
Pembina Gol. IV/a '/d 
Pembina Tingkat I GoL 
tv /b bagi PNS di 
lingkungan 
Kabunaten ygota 

-

Menandatangani surat 
pengantar (usul) 
penetapan Kartu 
PegawaijKartu 
Istrr/Kurtu Suami 

-

I 
-

GUBERNUR LAMPUNG,
 

M. RIDHO FICARDO
 

PARAF KOORDINASI
 
1 WAKll GUBERNUR 
2 SEKDA PROVINGl r: 
3 ASS. BID,PI'i:M. 
4 ASS.BID.EKBAN13 

5 ASS, BID. KESRA 
6 ASG. BID. UMUM 
7 

B 
9 

10 BIRO HUKUM 
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